
 

  

BERITA  NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA  
No.1364 , 202 1 KEJAKSAAN . Penegakan Hukum . Bantuan 

Hukum . Pertimbangan Hukum . Tindakan Hukum 
Pelayanan Hukum . Perdata Tata Usaha Negara . 

Pedoman Pelaksanaan . Pencabutan.  

 

PERATURAN K EJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  7 TAHUN 2021  

TENTANG  

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM,  

PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN 

HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimb ang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 

wewenang, tugas, dan fun gsi Kejaksaan Republik 

Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara, perlu 

disusun pedoman pelaksanaan bagi Jaksa Pengacara 

Negara dalam melaksanakan penegakan hukum, 

bantu an hukum, pertimbangan hukum, tindakan 

hukum lain, dan pelayanan hukum di bidan g perdata 

dan tata usaha negara secara lebih komprehensif dengan 

memperhatikan kebutuhan organisasi dan 

perkembangan hukum masyarakat;  

b.  bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor PER -

025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pe rtimbangan 

Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum 

di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dinilai sudah 

tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan 
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perkembangan hukum masyarakat, sehingga perlu 

diganti;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seb agaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan 

Hukum, Tindakan Hukum Lain d an Pelayanan Hukum di 

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;  

 

Mengingat  : 1.  Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 01);  

2.  Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Ta ta Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomo r 38 

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kejaksaan Republik Ind onesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);  

3.  Peraturan Jaksa Agung Nomor PER -006/A/JA/07/2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia seba gaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa 

Agung Nomor PER -006/A/JA/07/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik I ndonesia Tahun 2021 Nomor 

443);  

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  : PERATURAN KEJ AKSAAN TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, 

PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN 

PELAYANAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA 

USAHA NEGARA.  
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Pasal 1  

(1) Pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan 

hukum, pertimbangan hukum,  tindakan hukum lain, 

dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha 

negara memuat:  

a. pendahuluan;  

b.  asas;  

c. penegakan hukum;  

d.  bantuan hukum;  

e. pertimbangan hukum;  

f. tindakan hukum lain;  

g. pelayanan hukum;  

h.  pembiayaan;  

i.  pelaporan; dan  

j.  penutup.  

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.  

 

Pasal 2  

Pada saat Peraturan Kejaksa an ini mulai berlaku, terhadap 

penegakan hukum,  bantuan hukum, pertimbangan hukum, 

tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang 

perdata dan tata usaha negara yang masih berlangsung 

sebelum Peraturan Kejaksaan ini diundangkan, dilaksanakan 

berdasarkan  Peraturan Jaksa Agung Nomor PER -

025/A/JA/11/20 15 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, 

Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang 

Perdata dan Tata Usaha Negara.  

 

Pasal 3  

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan 

Jaksa Agung Nomor PER -025/A/JA/11/2015 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, 

Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan 

Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita 
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Negara Republik Indones ia Tahun 2015 Nomor 1727), dicabut 

dan dinyatak an tidak berlaku.  

 

Pasal 4  

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan 

penempatannya dalam Berita  Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 7 Desember 2021  

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd  

 

BURHANUDDIN  

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 14  Desember 2021  

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN  HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd  

 

BENNY RIYANTO  
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